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ABTRAKSI 
Penulis akan membahas tentang proses pelaksanaan program 
pensertifikatan tanah aset daerah milik pemerintah Kabupaten Jombang yang 
belum atas nama pemerintah daerah kabupaten Jombang. Program ini terkait 
dengan pelaksanaan penerapan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah No. 12 tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah 
di atas mengatur tentang pendaftaran tanah aset daerah Kabupaten Jombang. 
Pendaftran ha katas tanah sangat penting dilakukan karena menjadi kejelasan 
status hukum. Bagi pemerintah daerah, pendaftaran tanah ini bertujuan untuk 
pengamanan dan menginventaris aset daerah. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis. Digunakanya metode ini pedekatan yuridis sosiologis dalam penelitian 
ini adalah untuk mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal 
ini yaitu pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan 
program pensertifikatan tanah aset yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kenyataan pelaksanaannya di 
lapangan. 
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Tujuan diadakan penelitian ini adalah penulis inigi n meneliti bagaimana 
pelaksanaan program pensetifikatan tanah aset daerah tersebut sudah sesuai 
dengan aturan yang ada atau belum dalam kenyataannya. 
Kata kunci : pelaksanaan,pensertifikatan,tanah aset. 
ABSTRACT 
The program will discuss obout the land of the labeling to jombang 
regency administration has called on local governments district jombang. Related 
to this program, in the implementation of article 29, paragraph 1 of the bylaw 
no.12/2009 on the occasiion of the region. Local regulations on the control of land 
registration is not in the name of regional and local government district jombang. 
Registration of right on land is very impotant because it is a legal clarity. For local 
governments land registration is to safeguard assets and thoroughly. 
The method used ini the survey approach yuridis sosiologis. The method 
used in this research is sociological yuridis to review rules and regulations in this 
article 29 which jombang the region regulation no. 12/ 2009 about occasion to 
manage the area related to land held by tagging program of income, management 
and financial asset with the realities on the ground. 
The aim of this research is to the writer what do you want to check assets 
of the labeling of the program is in accordance with the rules and not in reality. 
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PENDAHULUAN 
Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi 
juga sebagaian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagaian dari ruang 
yang ada di atasnya.
1
 Didalam hukum nasional, tanah dibedakan menjadi dua 
kelompok, yakni apa yang disebut dengan Tanah Hak dan Tanah Negara. 
Tanah Hak adalah tanah yang di bebani suatu hak diatasnya, tanah hak juga 
dikuasai oleh negara akan tetapi penggunaanya tidak secara langsung, sebab 
ada pihak tertentu diatasnya dan diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UUPA. 
Sedangkan pengertian Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh 
negara  dan tidak ada pihak lain selain negara yang menguasai tanah tersebut 
dan sudah diatur dalam Pasal 33  ayat 3 UUPA. 
Tanah adalah hak milik yang sangat berharga bagi kehidupan setiap 
manusia.Tanah termasuk sumber daya alam yang paling penting dalam 
kehidupan manusia,segala kegiatan makhluk hidup di lakukandengan bantuan 
tanah sebagai media untuk beraktivitas dan menjalani kehidupan. 
Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi,yaitu tempat dimana 
manusia hidup dan melaksanakan segala aktivitas sehari-hari.Oleh karena itu 
tanah merupakan sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia di bumi 
ini. 
Pendaftaran hak atas tanah sangat penting dilakukan karena menjadi 
kejelasan status hukum dan sesuai peruntukannya mulai hak milik, hak guna 
usaha,hak guna bangunan, hak sewa, hak membuka tanah, hak memunggut 
hasil hutan dan lain sebagainya, dari beberapa hak-hak tersebut maka harus 
dibuat sebuah aturan agar di kemudian hari tidak terjadi sebuah sengketa atas 
tanah. 
Pendaftaran hak atas tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, penggolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
                                                          
1
 Prof.Boedi harsono,Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan 
UUPA,djabatan,Jakarta,1999,hlm 265. 
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data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak miliknya atas satuan 
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pengertian ini di atur 
didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 1 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
Seperti yang terjadi saat ini  yang terjadi di wilayah Kabupaten 
Jombang, Jawa Timur. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang sedang 
melaksanakan program pensertifikatan tanah aset daerah Kabupaten Jombang 
melalui kantor atau dinas terkait yaitu Dinas Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah. 
Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan pengamanan 
dan pemeliharaan barang aset milik daerah Kabupaten Jombang yaitu berupa 
pensertifikatan tanah yang belum berganti nama kepemilikan yaitu Pemerintah 
Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang membuat sebuah 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penggelolaan Barang Milik Daerah 
yaitu peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di dalam Peraturan 
Daerah ini yang mengatur tentang pengaman dan pemeliharaan aset milik 
daerah berupa tanah adalah Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 
Kabupaten Jombang.  
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 29 ayat 1 
menyebutkan: 
1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Daerah; 
Program ini sekaligus juga sebagai pencatatan inventarisasi dan dapat 
dikelola sebaik mungkin untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Jombang  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten 
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Jombang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan hasil pendataan barang milik pemerintah daerah. 
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset daerah Pasal 
29 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 di Kabupaten Jombang? 
2. Apakah kendala yang dialami Dinas Pendapatan, Dinas Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah dalam proses pensertifikatan tersebut dan 
bagaimana solusinya? 
METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
yuridis empiris.Pengertian yuridis empiris adalah penelitian yang mendasarkan 
pada penelitian lapangan,
2
 penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam 
terhadap peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan implementasi pasal 
29 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Penggelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan program pensertifikatan 
tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Jombang. 
2. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosioligis.Digunakannya metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian 
ini adalah untuk mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal 
ini yaitu Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Penggelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan program 
pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. 
                                                          
2
Beni Ahmad Saebani,Metode Penelitian Hukum,Pusaka Setia:Bandung,2009,hlm.109. 
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3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi 
penelitian merupakan tahap yang penting dalam hal penelitian yuridis 
sosiologis,karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan 
sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. 
Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. 
Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah Kabupaten Jombang. 
4. JENIS DAN SUMBER DATA 
Jenis data dan sumber data hukum yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara 
dan bahan yang di dapat dari sumbernya secara langsung yaitu pihak-pihak 
yang terkait dengan pengelolaan aset daerahnya khususnya mengenai tanah 
dan bangunan milik PemerintahKabupaten Jombang. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data berupa pendapat dan sebagainya yang terdapat pada 
sumber kepustakaan,literatur dan dokumen yang mendukung data primer yang 
merupakan  pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang 
ada di lapangan.Seperti berkas-berkas penting yang terkait dengan penelitian 
ini yang ada di kantor Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang 
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5. Populasi dan Sampel. 
Populasi adalah keseluruhan atau hinpunan objek dengan ciri yang 
sama.
3
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas 
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten 
Jombang yang menangani Aset Daerah. 
Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.
4
 Sampel dalam 
hal ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan purposive 
sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan 
tertentu. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
dengan Bapak Kamim Tohari kasie pengelolaan dan inventarisasi Dinas 
Pendapatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Jombang. 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik  
atau metode deskriptif yaitu penulis melakukan  analisis dari data yang di 
peroleh dari hasil wawancara,kepustakaan,dan pengamatan,kemudian data 
tersebut disusun dengan teratur dan sistematis,yang akan dianalisis untuk 
menarik sebuah kesimpulan.Apakah dari sumber data primer maupun 
sekunder tersebut sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-
undangan dan kenyataan pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan hukum 
tersebut. 
7. Definisi Operasional 
1. Implementasi  
                                                          
3
Sutrisnio Hadi,Metodelogi Research jilid 1,Yogyakarta:Andi Offset,1989,hlm.70. 
4
Ibid.,hlm 42. 
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Implementasi adalah tindakan melakukan atau melaksanakan atau 
menjalankan suatu aturan/hukum sehingga aturan/hukum tersebut berjalan 
sesuai dengan cita dan tujuan dibuatnya aturan/hukum. 
Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang adalah tindakan 
melakukan atau melaksanakan atau menjalankan Pasal 29 Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang untuk di capainya tujuan-tujuan dari Pasal 29 Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang. 
2.Pensertifikatan Tanah 
Tindakan mendaftarkan secara administrasi sebuah objek tanah kepada negara 
utuk mendapatkan kejelasan status hukum dan kejelasan hak milik terhadap 
tanah tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum Kabupaten Jombang 
1. Sejarah Berdiri Kota Jombang 
Jombang termasuk Kabupaten yang masih muda usia, setelah memisahkan 
diri dari gabungannya dengan Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah 
pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan 
tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 
yaitu : Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. 
Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah 
satu desa yaitu desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian 
Barat, sedang letak gapura sebelah selatan di desa Ngrimbi, dimana sampai 
sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan 
banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, 
Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak 
lagi). 
2. Keadaan geografis Kabupaten Jombang 
Luas wilayah kabupaten 115.950 Ha : 1.159,5 Km². 
 Terletak membentang antara 7.20' dan 7.45' .Lintang Selatan 5.20º - 5.30 º 
Bujur Timur. 
    Batas-batas wilayah kabupaten/kota : 
      - Sebelah Utara    : KabupatenLamongan 
      - Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri 
      - SebelahTimur    : KabupatenMojokerto 
      - Sebelah Barat    : KabupatenNganjuk 
Administrasi Pemerintahan terdiri dari 21 Kecamatan dan 301 desa, 5 
kelurahan. 
Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Kabuh (13.233 Ha) dan yang 
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terkecil Kecamatan Ngusikan (34,980 Ha).Curah hujan terbesar antara 1750 
s/d 2500 mm pertahun.
5
 
B. Gambaran umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang. 
a.  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset  Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang 
Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan  Fungsi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang tercantum 
dalam Pasal 6 adalah : 
Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan  rumusan rencana program  dan kegiatan dalam rangka 
penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
Aset. 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan Aset; 
c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional 
dan perundang-undangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
Aset; 
                                                          
5http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/keadaangeografis.html#sthash.caw
h9yRG.dpuf 
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d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan Aset; 
e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, 
pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan Aset; 
f. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi  
terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan 
pemberdayaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian 
program sektoral di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 
h. Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 
i. Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan 
operasional dan teknis yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset; 
j. Pengelolaan tugas kesekretariatan. 
6.  Struktur Organisasi : 
SUSUNAN  ORGANISASI 
Pasal 4 
Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari: 
1. Kepala Dinas;. 
2. Sekretariat, membawahi:  
a. Sub Bagian Umum; 
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b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 
3.  Bidang Anggaran, membawahi: 
a. Seksi Perencanaan Anggaran; 
b. Seksi Pelaksanaan Anggaran. 
4.  Bidang  Pendapatan Daerah, membawahi: 
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah; 
b. Seksi Dana Perimbangan. 
5.  Bidang  Akuntasi, membawahi: 
a. Seksi Akuntansi; 
b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan. 
7.  Bidang  Bendahara Umum Daerah , membawahi: 
a. Seksi Penerimaan; 
b. Seksi Pengeluaran. 
8. Bidang Aset daerah, membawahi:  
a. Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset; 
b. Seksi Pengolahan data dan Pengendalian Aset. 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
Sedangkan tugas dan fungsi dari Bidang Aset Daerah diatur dalam pasal : 
Pasal 28 
Tugas pokok Bidang Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang 
pengelolaan, inventarisasi aset dan pengolahan data serta pengendalian aset. 
Pasal 29 
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Aset Daerah, mempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan  
barang milik daerah; 
b. Penyelenggaraan inventarisasi pendataan dan administrasi serta 
penatausahaan  barang daerah; 
c. Penyelenggaraan penghimpunan dan pengevaluasi Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah (RKBMD); 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan 
barang daerah; 
e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang 
daerah; 
f. Penyusunan  laporan kondisi barang daerah secara berkala. 
Paragraf Pertama 
Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset 
Pasal 30 
Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset, mempunyai tugas: 
a. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan barang daerah; 
b. Melaksanakan administrasi penetapan status penggunaan dan pemanfaatan 
barang daerah; 
c. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah; 
d. Melakukan pengamanan barang milik daerah dengan cara  pemagaran, 
pemasangan papan tanda kepemilikan, pemasangan label kode lokasi dan 
kode barang; 
e. Melaksanakan administrasi penilaian terhadap barang daerah; 
f. Menindaklanjuti usulan pemindahtangan barang milik daerah dari SKPD. 
Paragraf Kedua 
Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Aset 
Pasal 31 
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Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Aset, mempunyai tugas: 
a. Menghimpun dan mengevaluasi RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah) lingkup kabupaten; 
b. Menghimpun dan mengevaluasi laporan pengadaan, pemeliharaan dan 
mutasi barang; 
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik 
daerah di SKPD; 
d. Menindaklanjuti data usulan penghapusan dari SKPD (tahun perolehan, 
jenis barang, jumlah barang dan nilai barang) sebelum dilakukan proses 
penghapusan oleh Tim Penghapus; 
e. Melaksanakan penatausahaan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR); 
f. Mengkonsolidasi nilai aset per-SKPD yang menjadi kekayaan daerah 
sesuai dengan Neraca SKPD dan Neraca kabupaten Jombang. 
C. Pelaksanaan Program Pensertifikatan Tanah Aset Daerah oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan 
Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang 
Pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset daerah merupakan 
kewajiban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jombang karena Dinas ini diberi tugas dan kewenangan oleh 
Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 
23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan  Fungsi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang untuk 
melaksanakan tugas penginventarisan aset daerah dalam hal ini adalah 
pencatatan dan pendaftaran tanah yang dikuasai pemerintah daerah tapi 
belum atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang, Sesuai Peraturan 
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Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 29 ayat 1 menyebutkan: 
1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas 
namaPemerintah Daerah. 
D. Kendala yang Dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Terkait Dengan Pelaksanaan 
Program Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Berdasarkan Pasal 29 
ayat 1 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang. 
Kendala adalah sesuatu yang menjadi alasan suatu peraturan 
hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kendala tersebut baru 
dapat diketahui apabila suatu peraturan hukum telah dilaksanakan dan 
diterapkan di masyarakat. Kendala dalam hal ini juga berarti segala 
sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan 
menjadi tidak maksimal. Hal ini bisa juga berasal dari prosedurnya 
maupun instasi terkait. 
a. Kendala Internal 
Faktor internal disebabkan karena Sumber Daya Manusianya yaitu 
petugas dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Jombang yang terbatas jumlahnya sehingga sulit 
menyelesaikan tugas tersebut sesuai target. 
 
17 
 
b. Kendala Eksternal 
Sedangkan kendala yang berasal dari faktor eksternal adalah 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang  Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang  Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 29 ayat 1 terkait dengan 
pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset daerah Kabupaten 
Jombang yang belum atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang. 
E. Solusi dalam Menghadapi Hambatan yang DihadapiDinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jombang Terkait Dengan Pelaksanaan Program Pensertifikatan 
Tanah Aset Daerah Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah 
No.12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Kabupaten Jombang. 
1. Solusi atas Kendala Internal 
Menurut pendapat peneliti bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang harus segera menambah 
jumlah petugas yang mempunyai tanggung jawab dan tugas di bidang aset 
khususnya  Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset agar pelaksanaan 
program ini berjalan dengan cepat, tepat, dan efektif sehingga tidak 
melebihi waktu yang sudah di tentukan dan anggaran juga tidak lagi 
bertambah. 
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2. Solusi atas Kendala Eksternal 
Selain itu, solusi dalam menghadapi hambatan eksternal menurut 
peneliti yang sedang dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program 
pensertifikatan tanah aset daerah yang disarankan peneliti adalah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang lebih aktif mensosialisasikan 
tentang program pensertifikatan tanah berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang  Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 29 ayat 1 kepada masyarakat agar 
masyarakat bisa memahami dan bekerjasama dengan baik dengan 
pemerintah daerah. 
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PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset daerah oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Pasal 29 
ayat 1 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang tahun  2013 belum 
terlaksana secara efektif. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan 
sarana/prasarana, pelaksana tugas yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Seksi Pengelolaan dan 
Inventarisasi Aset, dan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat 
terhadap peraturan daerah tentang program pensertifikatan tanah aset 
daerah yang belum atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang. 
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah dalam pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset 
daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang 
tahun  2013 dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Adapun 
yang menjadi kendala adalah sebagai berikut : 
 
A. Hambatan Internal 
1. Faktor internal disebabkan karena Sumber Daya Manusianya yaitu petugas 
dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jombang yang terbatas jumlahnya sehingga sulit 
menyelesaikan tugas tersebut sesuai target. 
2. Kendala internal yang lain adalah tidak adanya kerjasama dan koordinasi 
yang baik dalam hal ini antara Kepala Desa dengan petugas dari Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga 
menghambat proses pelaksanaan program pensertifikatan tanah. 
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B. Hambatan Eksternal  
Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang  Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang  Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 29 ayat 1 terkait dengan pelaksanaan 
program pensertifikatan tanah aset daerah Kabupaten Jombang yang belum 
atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang. 
 
3. Solusi atas Hambatan Internal dan Eksternal 
a. Solusi mengatasi hambatan internal: 
1.  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera 
menambah jumlah petugas yang mempunyai tanggung jawab dan tugas di 
bidang aset khususnya  Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset agar 
pelaksanaan program ini berjalan dengan cepat, tepat, dan efektif. 
2.  Segera memanggil para kepala desa melakukan koordinasi dengan Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 
untuk segera melaksanakan dan mematuhi aturan tersebut. 
b. Solusi mengatasi hambatan eksternal 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang lebih aktif mensosialisasikan 
tentang program pensertifikatan tanah berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang  Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 29 ayat 1 kepada masyarakat agar 
masyarakat bisa memahami dan bekerjasama dengan baik dengan 
pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemerintah Kabupaten 
Jombang 
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B. Saran 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang 
Pemerintah Kabupaten Jombang seharusnya dapat memberikan  perhatian 
yang lebih terhadap program pensertifikatan tanah aset daerah Kabupaten 
Jombang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan 
maksimal tepat dalam penyelesaiannya. Hal ini di karenakan kurangnya 
perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam hal sarana dan 
prasarana operasional ini sangat penting bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya 
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tentang program 
pensertifikatan tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang  
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik 
Daerah  pasal 29 ayat 1. 
2. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jombang. 
Dalam program pensertifikatan tanah aset daerah Kabupaten Jombang yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jombang sebaiknya dinas terkait segera menambah jumlah petugas 
yang mempunyai tanggung jawab dan tugas di bidang aset khususnya  Seksi 
Pengelolaan dan Inventarisasi Aset agar pelaksanaan program ini berjalan 
dengan cepat, tepat, efektif dan lebih mengoptimalkan atau memaksimalkan 
kerja, melakukan koordinasi antar instansi terkait. 
3. Bagi Masyarakat 
Dalam program pensertifikatan tanah aset daerah Kabupaten Jombang 
hendaknya masyarakat ikut berperan aktif dan bekerja sama dengan baik 
dengan petugas dari dinas terkait agar program tersebut dapat berjalan dengan 
lancar dan efektif. Dan program ini diharapkan dapat memberikan dampak 
posistif bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai warga Negara yang 
baik seharusnya masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sehingga tujuan dari pembuatan peraturan tersebut dapat tercapai dan 
memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. 
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